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Gambar I : Wawancara dengan ibu Shinta Dhamayanti, Kepala Seksi 

Perlindungan PPA DP3AKB Kota Serang  

 

 
 

 
 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Bambang Janoko, Wakil Ketua 

Komisi Satu DPRD Kota Serang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Uki Marjuki, Staf Dinas PUPR  

Kota Serang. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 4 : Wawancara dengan Yusuf dan Ajril,  

Pengamen Kota Serang 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Wawancara Anis, Apid Dkk, Anak Jalanan Kota Serang  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 6 : surat permohonan izin penelitian dan wawancara pada 

DP3AKB Kota Serang. 



 

 

 

 

 

Gambar 7 :  permohonan rekomendasi izin penelitian dan wawancara 

pada DP3AKB Kota Serang. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8 :  Surat Telah melakukan wawancara pada DP3AKB Kota Serang 



 

 

 

 

 


